
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah

Provinsi Bengkulu Tahun 2024, setelah Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2024 ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi

Bengkulu Tahun 2024;
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Mengingat 1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara

Republik Indonesia TaIlun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 442 1) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(I£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un(lang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

4.

5
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (I£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6322) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (1£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor IO);

IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor

1 1 14);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

288) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6) ;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 202 1-2026 (1£mbaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 Nomor 5);

17. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

BENGKULU TAHUN 2024
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BAB I

KP#FENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

yang selanjutnys disebut DPRD adalah l£mbaga
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai

ciengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan jangka Panjang Provinsi Bengkulu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode

5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 202 1 sampai
tahun 2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak

tahun 202 1 sampai tahun 2026.
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9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

Provinsi Bengkulu untuk periode I (satu) tahun.

IO. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu

dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB Ii

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

( 1) Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun.

(2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

(4) Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 202 1-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri dad:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU;
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BAB III

BAB IV

: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH ;

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH;dan

BAB V PENUTUP.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KHFENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Juh 2023

GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 12

Salin4n_sesuai dengan aslinya

IRO HUKUM
BENGKULU
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